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2.1 [bookmark: _Toc112128239][bookmark: _Toc112643176]Sejarah Pembentukan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon memiliki kronologis yang panjang dalam perjalanannya. Sejarah berdirinya Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon di bagi dalam beberapa periode, periode tersebut adalah:
1.      Periode Tahun 1905 - 1933
Pemerintah Hindia - Belanda pada periode ini mendirikan Jawatan Perindustrian dengan nama Van Land En Nijverheid dan Handel In Buittenzerg.
2.      Periode Tahun 1934 - 1942
Pada periode ini nama kedua jawatan tersebut diatas oleh Pemerintah Hindia - Belanda dilebur menjadi satu dengan nama Van Economische Zaken In Batavia.
3.      Periode Tahun 1942 - 17 Agustus 1945




Pada periode ini Jepang menduduki Indonesia (Hindia-Belanda) Departemen Van Economische Zaken In Batavia diubah oleh pemerintah Jepang menjadi Zinu Kesai Kyoku dan berkedudukan di Jakarta
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4. Periode September 1945 - 1951
Pemerintah Republik Indonesia pada periode ini mendirikan Kementerian Kemakmuran yang berkedudukan di Jakarta. Akibat agresi militer Belanda, Kementerian kemakmuran dipindahkan ke Magelang, kemudian dipindahkan lagi ke Yogyakarta. Setelah dibentuk Negara Kita adalah Negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat kedudukan Kementerian dan kemakmuran kembali lagi ke Yogyakarta.
5.      Periode 1 Juli 1951 - 1954
Republik Indonesia Serikat pada periode ini berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian Kemakmuran dipecah menjadi 2 bagian:
a.  Kementerian Perindustrian
b.  Kementerian Perdagangan dan Perindustrian
Tak lama kemudian Kementerian Perdagangan dan Perindustrian diubah menjadi Kementerian Perekonomian.
6.      Periode Tahun 1945 - 1959
Kementerian Perekonomian pada periode ini berubah menjadi Kementerian Perdagangan, sehingga ada 2 Kementerian yaitu:
a. Kementerian Perdagangan
b. Kementerian Perindustrian
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7.     Periode Tahun 1959 - 1966
Pada Tahun 1959 Pemerintah Indonesia membentuk 2 Departemen Perindustrian yang bernama:
a. Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan
b. Departemen Perindustrian
c.  Periode November 1966
Pada periode ini Departemen Perindustrian menyerahkaan wewenang kepada Gubernur Jawa Barat membentuk Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat.
8.      Periode Tahun 1974 - 1995
Pada periode ini banyak sekali terjadi perubahan. Perubahan tersebut disebabkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976, Nomor 08 Tahun 1977 serta Nomor 15 Tahun 1978 sebagai berikut:
a. Di tingkat Provinsi dari Departemen Perdagangan diubah menjadi Kantor Wilayah Perdagangan.
b. Di tingkat Kabupaten/Kotamadya menjadi Kantor Perdagangan Daerah (KDP) Cirebon.
9.      Periode Tahun 1996
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Pada periode ini terjadi penggabungan antara Kantor Departemen Perindustrian, Kantor Departemen Perdagangan dan Cabang Dinas.
Perindustrian Kabupaten Cirebon menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. 
10.   Periode Tahun 2016
Pada periode ini terdapat perubahan nomenklatur baru sesuai PP 18/2016 tentang perangkat daerah terjadi perubahan nama dari Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Peralihan jabatan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon sejak dibentuk hingga saat ini sebagai berikut:

[bookmark: _Toc112400445][bookmark: _Toc112401563][bookmark: _Toc112401619]Tabel 3.1
Nama dan Periode Jabatan
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

	Tahun Periode
	Nama

	Tahun 1996 s/d 1998
	Drs. H. Aris Rifai

	Tahun 1998 s/d 2000
	Drs. H. Dedi Supardi, MM.

	Tahun 2000 s/d 2004
	Drs. H.Nunung Sumarsana, MBA.

	Mei s/d Desember 2004
	1. Drs. H. Subyantoro, MBA., M.Si.

	Desember 2004 s/d Juli 2006
	Drs. H. M. Achsanudin Adi,  MM.

	Agustus 2006 s/d Januari 2009
	Drs. H. Dadang Tresnayadi, MM.

	Februari 2009 s/d Agustus 2014
	Drs. H. Haki, M.Si.

	September 2014 s/d Januari 2015
	H. Moh Sofyan, SH, MH

	Tahun 2015 s/d 2016
	H. Erry Achmad Husaeri,  SH., MM.

	Januari 2017 s/d 2021  
	H. Deni Agustin, SE.

	Oktober  2021 s/d Juli 2022
	Drs. H. Dadang Suhendra, M. Si.

	Juli 2022 s/d Sekarang
	H. Deni Agustin, SE.



2.2 [bookmark: _Toc112128240][bookmark: _Toc112643177]Dasar Hukum / Peraturan yang Menjadi Acuan dalam Pelaksanaan Tugas Sejarah Pembentukan Perangkat Perangkat Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam PP nomor 16 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan krusial dari PP tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah. Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor  12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Dinas Kabupaten Cirebon.
1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

2.3 [bookmark: _Toc112128241][bookmark: _Toc112643178]Lokasi Kantor 
	Lokasi kantor dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon memiliki kantor utama dan kantor-kantor yang tersebar di beberapa wilayah Cirebon:
[bookmark: _Toc112401564][bookmark: _Toc112401620]Tabel 3.2
Lokasi Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon.

	NO.
	KANTOR DISPERDAGIN
	ALAMAT

	1
	Kantor Utama
	Jl. Sunan Kalijaga No. 10 Komplek Perkantoran PEMDA Cirebon Sumber

	2
	Kantor Metrologi Legal

	Jl. Otto Iskandardinata terusan Terminal Weru 

	3
	Kantor Pasar PEMDA Sumber
	Jl. Dewi Sartika Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber

	4
	Kantor Pasar PEMDA Pasalaran
	Jl. Otto Iskandar Dinata Desa Weru Lor Kecamatan Weru

	5
	Kantor Pasar PEMDA Batik Weru

	Jl. Otto Iskandar Dinata Desa Weru Lor Kecamatan Weru

	6
	Kantor Pasar PEMDA Kueh Weru

	Jl. Otto Iskandar Dinata Desa Weru Lor Kecamatan Weru

	7
	Kantor Pasar PEMDA Jamblang

	Jl. Otto Iskandar Dinata Desa Palimanan Kecamatan Palimanan

	8
	Kantor Pasar PEMDA Palimanan 

	Jl. Otto Iskandar Dinata Desa Palimanan Kecamatan Palimanan

	9

	Kantor Pasar PEMDA Cipeujeuh

	Jl. Wahid Hasyim Desa Cipeujeuh

	10
	Kantor Pasar PEMDA Babakan
	Jl. Sutawijaya  Desa Babakan Kecamatan Babakan

	11
	Kantor Pasar PEMDA Ciledug
	Jl. Merdeka Utara Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug






2.4 [bookmark: _Toc112128242][bookmark: _Toc112643179]Visi, Misi dan Moto
2.4.1 [bookmark: _Toc112128243][bookmark: _Toc112643180]Visi
Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon :
Mewujudkan industri dan perdagangan yang tangguh dan mandiri menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera.
2.4.2 [bookmark: _Toc112128244][bookmark: _Toc112643181]Misi
Adapun misi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon adalah: 
0. Meningkatan laju pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek ekonomi aspek ekonomi berbasis kerakyatan.
0. Meningkatkan pola kerja sama, kemitraan dan klaster industri inti daerah, industri unggulan daerah, industri prioritas dan industri lainnya serta memperkuat dan mengembangkan sentrasentra industri daerah. 
0. Meningkatkan efisiensi, pengawasan dan kelancaran distribusi barang dan jasa serta membina persaingan usaha yang sehat dan perlindungan masyarakat.
0. Meningkatkan dan mengembangkan potensi jaringan pemasaran produk serta penetrasi pasar hasil produksi industri daerah. 
0. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana penunjangan pasar tradisional.
3.4.3 [bookmark: _Toc112128245][bookmark: _Toc112643182]Moto
Moto Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon:
“SERVE TO COMPETITIVE”
“MELAYANI UNTUK BERDAYA SAING”
MELAYANI:	
Tindakan atau perbuatan pegawai atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau seseorang  dengan cara memenuhi harapan dan kebutuhannya.
BERDAYA SAING:	
Suatu Keunggulan pembeda dari yang lain yang terdiri dari Comparative Advantage (Faktor Keunggulan komperatif) dan Competitve Advantage (Faktor Keunggulan kompetitif).

3.5 [bookmark: _Toc112128246][bookmark: _Toc112643183]Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
3.5.1 [bookmark: _Toc112128247][bookmark: _Toc112643184]Kedudukan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon yang berkedudukan di Jl. Sunan Kalijaga No. 10 Kabupaten Cirebon komplek perkantoran dengan telepon (0231) 321073, merupakan salah satu Dinas yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon  dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 82 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3.5.2 [bookmark: _Toc112128248][bookmark: _Toc112643185]Tugas Pokok
Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perdagangan dan perindustrian meliputi perumusan kebijakan perdagangan, pelaksanaan kebijakan perdagangan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perdagangan.
3.5.3 [bookmark: _Toc112128249][bookmark: _Toc112643186]Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 
1. Perumusan kebijakan dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perdagangan dan Perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.6 [bookmark: _Toc112128250][bookmark: _Toc112643187]Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dipandang perlu mengatur Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, yang secara garis besar terdiri atas:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perdagangan dan Promosi, membawakan:
1. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi;
2. Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
d. Bidang Metrologi Legal, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Metrologi Legal;
2. Seksi Pengawasan Metrologi Legal.
e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
1. Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar;
2. Seksi Kelembagaan Pasar;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
f. Bidang Perindustrian, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi Industri;
2. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri;
3. Seksi Fasilitasi dan Standarisasi Industri.
Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dapat disimak pada halaman berikut.


[image: ]
(Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon 2022)
[bookmark: _Toc112402274]Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon



3.7 [bookmark: _Toc112128251][bookmark: _Toc112643188]Tugas dan Tanggung Jawab 
Tugas dan tanggung jawab yang diuraikan meliputi bagian atau bidang yang termasuk dalam pelayanan yang dijaminkan.
1. Kepala Dinas  
1) Kepala Dinas mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang perdagangan dan perindustrian; 
b. Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang perdagangan dan perindustrian; 
c. Perencanaan dan pengendalian anggaran; 
d. Pengendalian urusan administrasi Dinas; 
e. Pembinaan kelembagaan perdagangan dan perindustrian; 
f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama perdagangan dan perindustrian; 
g. Pembinaan pengembangan perdagangan dan perindustrian;
h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama perdagangan dan perindustrian; 
i. Pembinaan peningkatan kerja sama industri; 
j. Pembinaan pengembangan sarana prasarana perdagangan, pengembangan kerja sama pasar dalam dan luar negeri, serta metrologi legal; 
k. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama bidang Perdagangan dan Perindustrian di antara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait; 
l. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja UPTD; 
m. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Dinas meliputi urusan kesekretariatan, merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan dan promosi, pengelolaan pasar dan metrologi legal.
2. Sekretariat 
1) Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas; 
b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas; 
c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas; 
d. Pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi; 
e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas; 
f. Pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat; 
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; 
h. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2). 	Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3). 	Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas. 
2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor; 
c. Pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 
d. Pengelolaan penyimpanan barang milik negara; 
e. Pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas; 
f. Pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas; 
g. Penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja; 
h. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; 
i. Penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai; 
j. Penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai; 
k. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 
l. Pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; 
n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
o. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 
2.2 	Sub Bagian Keuangan dan Aset 
1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
b. Penyiapan bahan rencana anggaran dinas; 
c. Penatausahaan keuangan Dinas; 
d. Pemberian layanan administrasi bidang keuangan; 
e. Pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas; 
f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas; 
g. Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset; 
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; 
i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. 
2.3 	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Penyusunan bahan rencana dan program Dinas; 
c. Pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Dinas;
d. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 
e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Dinas; 
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluai dan Pelaporan; dan 
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
3) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas. 
3. Bidang Perindustrian  
1) Bidang Perindustrian mempunyai fungsi: 
a. Perumusan rencana kerja bidang perindustrian; 
b. Penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan bidang perindustrian; 
c. Pengkajian pemberian rekomendasi ijin usaha di bidang perindustrian; 
d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan inovasi industri, pemberdayaan sumber daya industri serta fasilitasi dan standarisasi industri; 
e. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang industri; 
f. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri; 
g. Pengendalian pemberian fasilitasi usaha dan akses permodalan dalam rangka pengembangan industri; 
h. Pengawasan dan fasilitasi penerapan standar bagi industri serta pemberian perlindungan kepastian usaha industri; 
i. Peningkatan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri; 
j. Pembinaan asosiasi, organisasi dan unit pelaksana teknis bidang industri; 
1) Pengendalian penyusunan tata ruang industri dalam rangka pengembangan kawasan peruntukan industri; 
2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perindustrian (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 
3) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang perindustrian. 
3.1 	Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi Industri 
1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi Industri mempunyai fungsi; 
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi; 
b. Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan pelaporan sistem informasi industri; 
c. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perwilayahan industri; 
d. Penyusunan informasi potensi dan fasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA); 
e. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreatifitas dan berinovasi serta pengembangan sentra industri kreatif; 
f. Penjaminan ketersediaan infrastruktur industri; 
g. Pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri; 
h. Penyediaan pembiayaan yang kompetitif dalam rangka pembangunan industri; 
i. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan 
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi Industri (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 
3) Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi Industri, mempunyai tugas pokok melaksanakan program pengembangan sistem informasi dan inovasi industri di Bidang Perindustrian. 
3.2 	Bagian Ketiga Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri 
1) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi; 
b. Persiapan infrastruktur dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi; 
c. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri; 
d. Pelaksanaan pelatihan teknologi dan desain; 
e. Pelaksanaan penguatan kelembagaan industri; 
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; 
3) Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan program pemberdayaan sumber daya industri di Bidang Perindustrian. 
3.3 	Seksi Fasilitasi dan Standarisasi Industri 
1) Seksi Fasilitasi dan Standarisasi Industri mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan seksi; 
b. Pelaksanaan fasilitasi dan standarisasi produk industri; 
c. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar industri; 
d. Pelaksanaan konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil; 
e. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif.
f. Pelaksanaan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri; 
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan 
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Seksi Fasilitasi dan Standarisasi Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Fasilitasi dan Standarisasi Industri (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; 
3) Kepala Seksi Fasilitasi dan Standarisasi Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan program Fasilitasi dan Standarisasi Industri di Bidang Perindustrian. 
4. Bidang Perdagangan Dan Promosi 
1) Bidang Perdagangan dan Promosi mempunyai fungsi: 
a. Perumusan rencana kerja Bidang; 
b. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian perdagangan; 
c. Penyelenggaraan pemberian rekomendasi perijinan usaha bidang perdagangan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan kewenangannya; 
d. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan; 
e. Penyelenggaraan penyusunan bahan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai dengan kewenangannya dan rekomendasi penerbitan PKAPT; 
f. Penyelenggaraan pemeriksaan fasilitas penyimpanan dan pengawasan distribusi bahan berbahaya sesuai dengan kewenangannya; 
g. Pemantauan harga dan menjamin ketersediaan stok/ barang kebutuhan pokok; 
h. Pengawasan pengadaan dan pendistribusian pupuk/ pestisida bersubsidi; 
i. Penyelenggaraan promosi dagang/ pameran dagang nasional, lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan sesuai dengan kewenangannya; 
j. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi;
k. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan pengawasan perdagangan; 
l. Penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan Bidang Perdagangan; dan 
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Bidang Perdagangan dan Promosi dipimpin oleh Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 
3) Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengelolaan perdagangan meliputi perdagangan luar negeri dan dalam negeri dan promosi.
4.1 	Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi 
1) Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi; 
b. Pendataan dan pemetaan data informasi kondisi dan potensi pasar luar negeri dan Promosi; 
c. Pemrosesan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang; 
d. Pembinaan perdagangan pasar ekspor; 
e. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan ekspor daerah, Surat Keterangan Asal (SKA), dan Angka Pengenal Importir (API); 
f. Pengembangan dan pembinaan perdagangan pasar luar negeri dan Promosi; 
g. Pengawasan dan pengendalian mutu barang meliputi pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang; 
h. Pembinaan dan pengembangan kegiatan peningkatan penggunaan produk luar negeri dan promosi; 
i. Pengelolaan informasi potensi usaha perdagangan; 
j. Pelaksanaan kegiatan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Kabupaten; 
k. Penyiapan bahan fasilitasi pemberian bimbingan teknis perdagangan dalam negeri dan promosi; 
l. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi pameran dagang nasional, lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Kabupaten; 
m. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan perdagangan dalam negeri dan promosi; 
n. Penyiapan bahan sosialisasi kegiatan promosi pameran dagang nasional, lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Kabupaten; 
o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan 
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 
3) Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang usaha melaksanakan pembinaan dan pengembangan perdagangan pasar dalam negeri dan luar negeri. 
4.2 	Bagian Ketiga Seksi Perdagangan Dalam Negeri 
1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri; 
b. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi perijinan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan; 
c. Penyiapan bahan penyusunan laporan sistem informasi perdagangan dalam negeri; 
d. Penyiapan bahan koordinasi, sosialisasi perdagangan dalam negeri; 
e. Penyiapan bahan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya;
f. Pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri;
g. Pelaksanaan pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok; 
h. Pelaksanaan kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok; 
i. Pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida; 
j. Penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan; 
k. Penyiapan bahan dan pembinaan usaha perdagangan; 
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perdagangan dalam negeri; dan 
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 
3) Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi perdagangan dalam negeri. 
5. Bidang Metrologi Legal 
1) Bidang Metrologi Legal mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana program kegiatan Bidang; 
b. Pendataan dan pemetaan data informasi penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan (UTTP); 
c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dan penyelenggaraan kerja sama metrologi legal, standar ukuran, dan laboratorium metrologi legal; 
d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) metrologi skala daerah; 
e. Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan (UTTP); 
f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan standar internasional (SI); 
g. Pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pengawasan metrologi legal; 
h. Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi peraturan tentang metrologi legal; 
i. Pelaksanaan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa metrologi legal skala daerah; 
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan 
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Bidang Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Metrologi Legal (unsur melaksanakan tugas langsung bertanggungjawab kepada Kepala Sekretaris Dinas pelaksana).
3) Kepala Bidang Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelayanan metrologi legal. 
5.1 	Seksi Pelayanan Metrologi Legal 
1) Seksi Pelayanan Metrologi Legal mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi; 
b. Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP; 
c. Penyusunan rencana target retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
d. Pelaksanaan Penagihan, Pemungutan, Evaluasi dan Pelaporan retribusi Pelayanan Metrologi Legal; 
e. Pelaksanaan kerja sama teknis dalam Pelayanan metrologi legal; 
f. Penyediaan dan Pengelolaan Peralatan Standar Kerja Metrologi Legal; 
g. Pelaksanaan pengendalian sistem manajemen mutu laboratorium Metrologi Legal;
h. Pelaksanaan interkomparasi standard ukuran; 
i. Pelaksanaan pengelolaan Cap Tanda Tera; 
j. Pelaksanaan Pemetaan Jumlah Potensi alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UUTP); 
k. Pelaksanaan peningkatan ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang; 
l. Pembinaan dan penyuluhan pada reparatir; 
m. Pembinaan pembuat alat UUTP, penyusunan bahan rekomendasi permohonan ijin tanda pabrik serta perpanjangan dan memberikan penilaian ijin perbaikan alat UUTP. 
n. Pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Pelayanan Minimal (SPM) pada seksi Pelayanan Metrologi Legal; 
o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan 
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi Legal, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Seksi Pelayanan Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Metrologi Legal (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 
3) Kepala Seksi Pelayanan Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pelayanan metrologi legal. 
5.2 	Bagian Ketiga Seksi Pengawasan Metrologi Legal 
1) Seksi Pengawasan Metrologi Legal mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi; 
b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pengawasan metrologi legal; 
c. Pelaksanaan penyuluhan metrologi legal; 
d. Pelaksanaan pengamatan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan (UUTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran; 
e. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana metrologi legal; 
f. Penyuluhan dan bimbingan teknis pengawasan metrologi legal; 
g. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan; 
h. Pengawasan dan pembinaan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur; 
i. Pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP), sistem pengendalian internal (SPI), sistem pelayanan minimal (spm) pada seksi pengawasan metrologi legal; 
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan 
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi legal, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Seksi Pengawasan Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan Metrologi Legal (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 
3) Kepala Seksi Pengawasan Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan metrologi legal. 
6. Bidang Pengelolaan Pasar 
1) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi: 
a. Perumusan rencana kerja Bidang; 
b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pembinaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasaran pasar; 
c. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan pasar; 
d. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis penataan pasar; 
e. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; 
f. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan pasar; 
g. Penyelenggaraan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi pembinaan Unit Pelayanan Teknis Dinas; 
h. Penyelenggaraan pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pasar; 
2. Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan Bidang Pengelolaan Pasar;  evaluasi dan penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
3. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pasar (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 
3) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pasar meliputi pembinaan, penataan, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
6.1 	Bagian Kedua Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar 
1) Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi; 
b. Penyusunan rencana target retribusi pasar daerah, pasar desa dan pedagang tetap dan tidak tetap; 
c. Pelaksanaan penetapan target, realisasi retribusi dan evaluasi penerimaan retribusi; 
d. Pelaksanaan penatausahaan pendapatan pasar; 
e. Pemrosesan dan penerbitan berkas kartu pengenal pedagang, surat kontrak pengelolaan Mandi, Cuci dan Kamar Mandi (MCK) pada pasar daerah dan surat ijin menempati tempat jualan; 
a. Pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan menempati tempat jualan;
b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan 
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan pasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3) Kepala Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pengaturan, penataan dan pengelolaaan pendapatan pasar. 
6.2 	Seksi Kelembagaan Pasar 
1) Seksi Kelembagaan Pasar mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi; 
b. Penyusunan, pengelolaan database pasar dan mengembangkan sistem informasi pasar; 
c. Pelaksanaan penataan, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan dan manajemen pengelolaan pasar; 
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pedagang pasar dan pedagang kaki lima; 
e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan dan manajemen pengelolaan pasar;
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan pasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Seksi Kelembagaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kelembagaan Pasar (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 
3) Kepala Seksi Kelembagaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengaturan pengawasan dan pemeliharaan kelembagaan pasar. 
6.3 	Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi; 
b. Penyusunan bahan identifikasi dan usulan pembangunan atau revitalisasi sarana dan prasarana pasar daerah; 
c. Penyiapan bahan monitoring pembangunan/revitalisasi pasar daerah; 
d. Pelaksanaan pendistribusian fasilitasi sarana dan prasarana pasar daerah; 
e. Penyiapan bahan pedoman pengelolaan manajemen sarana dan prasarana pasar daerah; 
f. Pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola sarana dan prasarana pasar daerah; 
g. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; 
h. Pelaksanaan kegiatan penataan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar; 
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan 
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan pasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 
3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengaturan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. 

3.8 [bookmark: _Toc112128252][bookmark: _Toc112643189]Sumber Daya Perangkat
Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon  saat ini memiliki aparat / personil dengan jumlah pegawai pada tahun 2021 sebanyak 75 pegawai negeri dengan rincian 53 pegawai pria dan 17 orang pegawai wanita. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan dan Perindustian Kabupaten Cirebon terekam pada tabel berikut.

[bookmark: _Toc112401565][bookmark: _Toc112401621]Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Menurut Pendidikan Tahun 2021

	NO
	TINGKAT PENDIDIKAN
	JUMLAH

	
	
	PNS
	Tenaga Kerja Kontrak

	1
	Pasca Sarjana (S-2)
	6
	-

	2
	Sarjana (S-1)
	32
	13

	3
	D4
	1
	-

	4
	D-3
	1
	1

	5
	D-1
	-
	-

	6
	SLTA
	31
	23

	7
	SMP
	2
	4

	8
	SD
	2
	3

	
	JUMLAH
	75
	44


(Sumber Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian)     
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SDM di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon berpendidikan terakhir SLTA/SMA kebanyakan ialah tenaga kerja teknis lapangan di Pasar. Sedangkan untuk sumber daya manusia di Dinas mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.
Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.

[bookmark: _Toc112401566][bookmark: _Toc112401622]Tabel 3.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

	NO
	ESSELONERING
	JUMLAH (ORANG)

	1
	II/b
	1

	2
	III/a
	1

	3
	III/b
	4

	3
	IV/a
	13

	4
	Fungsional terdiri dari :
1. Arsiparis
2. Penyuluh Industri
3. Penera Muda
4. Penera Madya
5. Pengawas Tera
6. Pengamat Tera
	
1
1
3
3
1
1

	5
	Pelaksana
	48

	
	JUMLAH
	75



[bookmark: _Toc112401567][bookmark: _Toc112401623]Tabel 3.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
	NO
	GOLONGAN
	JUMLAH PEGAWAI
	JENIS KELAMIN

	
	
	
	P
	L

	1
	Golongan 1A
	
	58
	17

	
	Golongan 1B
	
	
	

	
	Golongan 1C
	1
	
	

	
	Golongan 1D
	1
	
	

	2
	Golongan 2A
	2
	
	

	
	Golongan 2B
	4
	
	

	
	Golongan 2C
	7
	
	

	
	Golongan 2D
	15
	
	

	3
	Golongan 3A
	9
	
	

	
	Golongan 3B
	9
	
	

	
	Golongan 3C
	11
	
	

	
	Golongan 3D
	7
	
	

	4
	Golongan 4A
	8
	
	

	
	Golongan 4B
	
	
	

	
	Golongan 4C
	1
	
	

	
	Golongan 4D
	
	
	


(Sumber Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian)     
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3.9 [bookmark: _Toc112128253][bookmark: _Toc112643190]Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon tahun 2021:
1. Program Bidang Perdagangan Dan Promosi
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 
· Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri
· Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
· Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
2. Program Bidang Metrologi Legal
a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
· Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
· Peningkatan dan Pengawasan Metrologi Legal
· Peningkatan Pelayanan dan Penerimaan Pendapatan Kemetrologian
3. Program Bidang Pengelolaan Pasar
a. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
· Penataan Sarana dan Prasarana Pasar
· Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar
· Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah


2

5. 
4. Program Bidang Perindustrian
a. Program  Peningkatan  Kemampuan Teknologi Industri
· Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
· Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
b. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi
· Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
· Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
· Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan cluster industri
d. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
· Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat

3.10 [bookmark: _Toc112128254][bookmark: _Toc112643191]Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Kondisi Prasarana dan Sarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian, prasarana dan sarana yang dimiliki meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan 
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Perindustrian Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada rincian dari masing-masing tabel dibawah ini:



[bookmark: _Toc112401568][bookmark: _Toc112401624]Tabel 3.6
Kondisi Tanah dan Bangunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon

	NO 
	TANAH BANGUNAN 
	LOKASI
	 LUAS (M2) 
	KET

	1
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
	Jl. Sunan Kalijaga No. 10 Sumber
	900
	 

	2
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
	Jl. Otoiskandardinarta PLERED
	9.290
	 

	3
	Tanah Bangunan Pasar
	Ds. Babakan Kec. Babakan
	2.080
	 

	4
	Tanah Bangunan Pasar
	Ds.Ciledug Kulon Kec. Ciledug
	13.486
	 

	NO 
	TANAH BANGUNAN 
	LOKASI
	 LUAS (M2) 
	KET

	5
	Tanah Bangunan Pasar
	Ds. Cipejeuh Wetan Kec, Lemahabang
	2.480
	 

	6
	Tanah Bangunan Pasar
	Ds. Sumber Kec. Sumber
	5.250
	 

	7
	Tanah Bangunan Pasar
	Jl. H. Abas Weru
	1.930
	 

	8
	Tanah Bangunan Pasar
	Ds. Palimanan Timur Kec. Palimanan
	4.385
	 

	9
	Tanah Bangunan Pasar
	Jl. Cirebon Bandung Ds. Kasugengan Lor Kec. Depok
	4.845
	 

	10
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
	Jl. Otoiskandardinarta Kec. Weru Kab. Cirebon
	500
	 


(Sumber Sub. Bag Keuangan dan Aset)
Berdasarkan tabel diatas luas tanah beserta bangunan milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon yang besar merupakan modal penting dalam mewujudkan capaian kinerja kedepan. Oleh karena itu, beberapa aset yang belum tersertifikat dan terawat perlu mendapat perhatian khususnya dari instansi terkait di Kabupaten Cirebon.













[bookmark: _Toc112401569][bookmark: _Toc112401625]Tabel 3.7
Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon


	NO
	JENIS KENDARAAN
	NO MERK/TYPE
	TAHUN KENDARAAN
	JUMLAH

	MOBIL

	1
	Mini Bus
	SUZUKI ST 150
	2005
	1

	2
	Mini Bus
	SUZUKI ST 150
	2006
	1

	3
	Mini Bus
	SUZUKI APV
	2009
	1

	4
	Mini Bus
	TOYOTA RUSH
	2014
	1

	5
	Mini Bus
	TOYOTA/NEW AVANZA VELOZ 1,5 M/T
	2015
	1

	6
	Mini Bus
	DAIHATSU / XENIA 4X2 M/T
	2015
	1

	7
	Micro Bus
	MITSHUBISI
	2016
	1

	8
	Mini Bus
	TOYOTA / AVANZA 1300 G (F601RM GMMFJJ)
	2011
	1

	9
	Pick Up
	MITSHUBISI
	2016
	1

	MOTOR

	1
	Sepeda Motor
	HONDA NF 100 D
	2002
	3

	2
	Sepeda Motor
	HONDA NF 100 L
	2004
	2

	3
	Sepeda Motor
	HONDA NF 100 l
	2004
	1

	4
	Sepeda Motor
	HONDA WIN MCB 97
	2005
	4

	5
	Sepeda Motor
	HONDA NF 100 D
	2005
	5

	6
	Sepeda Motor
	HONDA NF 100 D
	2006
	2

	7
	Sepeda Motor
	HONDA NF 125 SD
	2007
	6

	8
	Sepeda Motor
	SUZUKI / FK SD K6 110
	2007
	1

	9
	Sepeda Motor
	HONDA / NF12A1CF M/T
	2015
	1

	
10
	Sepeda Motor
	YAMAHA
	2016
	4


 (Sumber Sub. Bag Keuangan dan Aset )
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon memiliki kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 unit dan jenis serta kendaraan roda 2 sebanyak 29 unit dengan berbagai merk dan jenis sebagai sarana tranportasi pendukung operasional dinas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama ini, walaupun kebanyakan usia dari kendaraan tersebut sudah tua. Kondisi demikan diharapkan kedepannya menjadi perhatian bagi pihak terkait dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. 
Sedangkan untuk peralatan kantor yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai pendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


[bookmark: _Toc112401570][bookmark: _Toc112401626]Tabel 3.8
Peralatan Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon Tahun 2021

	NO
	NAMA BARANG
	JUMLAH SATUAN
	KET

	1
	AC Split
	31
	

	2
	Countainer
	1
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	3
	Papan Nama Instansi
	7
	

	4
	Papan Pengumuman
	5
	

	5
	Papan Nama
	9
	

	6
	Papan Pengumunan (Baliho Billboard)
	1
	

	7
	Alat Pemadam Portable
	89
	

	8
	Band Kas
	1
	

	9
	Filling Besi/Metal
	49
	

	10
	Lemari Besi/Metal
	2
	

	11
	Lemari Kaca
	3
	

	12
	Almari
	8
	

	13
	Rak Besi/Metal
	24
	

	14
	Lemari Penyimpanan
	4
	

	15
	Lemari Besi
	4
	

	16
	Tangga Alumunium
	1
	

	17
	Filling Kabinet
	4
	

	18
	Layar Film/Screen Projector (layar Infokus)
	2
	

	19
	Huruf Stanless
	1
	

	20
	Kursi Kayu/Kursi Majelis
	3
	

	21
	Kursi Kerja
	10
	

	22
	Kursi Kerja (Kepala)
	1
	

	23
	Kursi Putar
	3
	

	24
	Kursi Susun
	115
	

	25
	Kursi Tunggu
	2
	

	26
	Kursi Rotan
	2
	

	27
	Landasan cap tanda tera
	2
	

	28
	Layar Screen
	28
	

	29
	Meja Front Office (Reseption)
	1
	

	30
	Meja Kecil
	2
	

	31
	Meja Kerja L (Kepala)
	1
	

	32
	Meja Kerja 1/2 Biro
	57
	

	33
	Meja Podium
	1
	

	34
	Meja Rapat Pejabat - Lain- lain
	2
	

	35
	Meja Rapat
	14
	

	NO
	NAMA BARANG
	JUMLAH SATUAN
	KET

	36
	Meja Rapat Besar
	1
	

	37
	Meja Reseption
	1
	

	38
	Meja Komputer
	2
	

	39
	Meja 1/2 Biro
	101
	

	40
	Mesin Tik - Mesin Ketik Manual Portable (11-13)
	1
	

	41
	Mesin Potong Rumput
	4
	

	42
	Mesin penghancur kertas
	1
	

	43
	Meja Rapat
	11
	

	44
	Kursi Putar
	123
	

	45
	Rak Kayu
	2
	

	46
	Sofa
	6
	

	47
	Mimbar/Podium
	1
	

	48
	Pengadaan Rak (high cabinet)
	1
	

	49
	Pigura Panjang
	2
	

	50
	Pigura Kecil
	4
	

	51
	Rak Besi Serbaguna
	5
	

	52
	Rak Besi/Metal
	5
	

	53
	Running Text
	4
	

	54
	Tabung Pemadam Kebakaran
	18
	

	55
	Wallpaper
	1
	

	56
	Unit Transceiver VHF Portable
	1
	

	57
	Facsimile
	1
	

	58
	Alat Pencetak Label Minhol
	1
	

	59
	Lemari Es
	2
	

	60
	Mesin Penghisap Debu
	1
	

	61
	Dispenser
	3
	

	62
	Handy Cam
	1
	

	63
	Amplifier
	13
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	64
	Closed Circuit Television (CCTV)
	2
	

	65
	Ceiling speaker
	6
	

	66
	Coofie Maker
	2
	

	67
	Emergency Lamp
	1
	

	68
	DVD player
	2
	

	69
	Dispenser
	4
	

	70
	Facsimile
	1
	

	71
	Film Projector
	4
	

	72
	Genset /Automatic Voltage Regulator
	1
	

	73
	Hardisk External
	1
	

	74
	Horn Toa (Speaker)
	4
	

	75
	Kamera
	1
	

	76
	Laptop
	4
	

	77
	Mesin Absensi
	2
	

	78
	Microphone/Wireless Mic (Portable)
	1
	

	79
	PC Unit
	41
	

	80
	Notebook
	7
	

	81
	Microphone
	1
	

	NO
	NAMA BARANG
	JUMLAH SATUAN
	KET

	82
	Peralatan Personal Komputer – External
	1
	

	83
	Monitor Komputer
	4
	

	84
	Printer
	37
	

	85
	Scanner
	8
	

	86
	Camera + Attachment
	1
	

	87
	Microphone/Wireless Mic
	1
	

	88
	Unintermultiple Power Supply (UPS)
	3
	

	89
	Sound System
	2
	

	90
	Server Komputer
	2
	

	91
	Televisi
	10
	

	92
	Alat Lab. Matrologie (Anak Timbangan (20Kg))
	75
	

	93
	Alat Lab. Matrologie (Bejana Ukur 20 liter)
	1
	

	94
	Alat Lab. Matrologie (Labu Ukur 5 liter)
	1
	

	95
	Alat Laboratorium Lainnya (Neraca C dan Neraca D)
	1
	

	96
	Alat Laboratorium Lainnya (Peralatan standar Pengujian massa dan volume)
	1
	

	97
	Alat Laboratorium Lainnya (peralatan setandar kemetrologian dan kelengkapannya)
	1
	

	98
	Alat Laboratorium Makanan - Food Processor
	1
	

	99
	Alat Laboratorium Penunjang - PH Meter
	1
	

	100
	Alat pengujian garam konsumsi beryodium
	1
	

	101
	Alat Timbangan Biasa Lain-lain
	4
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	102
	Alat Timbangan/Blora - Lain-lain
	1
	

	103
	Alat Timbangan/Blora / Lain-lain
	1
	

	104
	Alat uji anak timbangan analitik,
	1
	

	105
	Alat uji Anak timbangan TE kelas F2
	1
	

	106
	Alat uji anak timbangan TE kelas II  db 0,05g
	1
	

	107
	Alat uji Anak timbangan TE kelas M2
	2
	

	108
	Alat uji dacin logam
	2
	

	109
	Alat uji meteran kayu
	2
	

	110
	Alat uji pompa ukur BBM
	2
	

	111
	Alat Ukur Lainnya - Bejana Ukur
	2
	

	112
	Alat uji takaran vernier caliper,
	4
	

	113
	Alat Uji Timbangan Elektronik kelas II dan IIII serta neraca
	2
	

	114
	Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentisimal, Desimal dan Bobot ingsut
	2
	

	115
	Alat Uji Timbangan Meja
	8
	

	116
	Alat Ukur
	1
	

	117
	Anak Timbangan untuk Remidi
	2
	

	118
	Anak timbangan miligram
	4
	

	119
	Barometer
	1
	

	120
	Anak timbangan untuk remidi kelas M2
	2
	

	121
	Anak timbangan miligram kelas M2
	4
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	122
	Anak Timbangan Bidur
	100
	

	123
	Bejana Ukur 1000 liter/Gelas Ukur
	1
	

	124
	Bejana Gelas Ukuran 100 Ml
	1
	

	NO
	NAMA BARANG
	JUMLAH SATUAN
	KET

	125
	Bejana Gelas Ukuran 200 Ml
	1
	

	126
	Bak Ukur 30 Cm
	1
	

	127
	Dehumidifier
	2
	

	128
	Dept Tape  30 Cm
	1
	

	129
	Densiti
	1
	

	130
	Gelas Ukur
	1
	

	131
	Manometer
	1
	

	132
	Meja tahan getar
	1
	

	133
	Meja untuk sidang tera/tera ulang
	4
	

	134
	Peti Uang
	1
	

	135
	Precicion Balance
	2
	

	136
	Tenda
	1
	

	137
	Termometer
	2
	

	138
	Termohygrometer
	2
	

	139
	Timbangan kelas III db 0,5 g
	1
	

	140
	Timbangan kelas III db 1 g
	1
	

	141
	Timbangan Meja Kapasitas 5 kg
	9
	

	142
	Timbangan BBI Kapasitas 100 Kg
	6
	

	143
	Timbangan Electronik
	1
	

	144
	Tool set sidang tera/tera ulang
	4
	

	145
	Tongkat 2x2 stanless
	1
	


(Sumber Sub. Bag Keuangan dan Aset )
Dari sisi alat kantor dan rumah tangga, seluruh barang yang tersedia relatif lengkap dalam menunjang aktivitas kerja. Sehingga kondisi tersebut juga akan mendukung dalam mencapai kinerjanya.

3.11 [bookmark: _Toc112128255][bookmark: _Toc112643192]Perkembangan Pasar Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Dilihat dari segi dagangannya, Pasar Sumber ini merupakan pasar umum dimana jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis yang meliputi kebutuhan sehari-hari dan tergolong dalam pasar eceran karena dalam proses jual beli yang dilakukan selama ini sebagian besar pembeli membeli barang dagangan dari pedagang dalam bentuk eceran untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali dalam skala yang kecil. Dilihat dari waktu kegiatannya, Pasar Sumber termasuk jenis pasar siang hari karena mulai beroperasi dari pukul 01.00 WIB sampai selesai setiap harinya.


3.11.1 [bookmark: _Toc112128256][bookmark: _Toc112643193]Lokasi Pasar Sumber
Pasar Sumber terletak di Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pasar Sumber merupakan salah satu Pasar PEMDA (Pemerintah Daerah) Kabupaten Cirebon, Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon diantaranya Pasar Sumber, Pasar Palimanan, Pasar Kue Weru, Pasar Cipeujeuh, Pasar Babakan, Pasar Ciledug, Pasar Pasalaran, dan Pasar Jamblang. Bangunan di pasar sumber terdiri dari Kios seluas 957,50 m2, Los seluas 1.152,00 m2, Penunjang seluas 75,00 m2, dan Parkir atau Lemprakan seluas 877,50 m2. Pasar Sumber ini berada di atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Cirebon dan status kepemilikannya Pasar Sumber tergolong pasar pemerintah karena dalam proses pengelolaan dan perijinannya dikelola oleh pemerintahan Kabupaten Cirebon. Akses transportasi menuju Pasar Sumber dinilai cukup baik, karena dengan banyaknya alternatif akses transportasi seperti elf, bus, dan angkot.
Letak berdirinya Pasar Sumber di Desa Sumber dinilai cukup strategis (berada di pinggir jalan utama). Tempat yang strategis inilah yang menjadi suatu keunggulan, dimana Pasar Sumber ini dapat dengan mudah ditemukan atau terlihat oleh para pengendara atau konsumen yang melewati pasar.





[image: ]
Sumber: Dokumen pasar sumber dari google maps

[bookmark: _Toc112402275]Gambar 3.2
Denah Pasar Sumber

3.11.2 [bookmark: _Toc112128257][bookmark: _Toc112643194]Visi dan Misi Pasar Sumber
Pasar Sumber merupakan pasar tradisional yang dinaungi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, visi dan misi Pasar Sumber sama dengan visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, berikut visi dan misinya : 
a. Visi 
Visi sebuah organisasi sangat diperlukan, karena visi merupakan pandangan atau filosofi masa depan dan merupakan cita-cita serta gambaran ideal yang harus dijangkau. Visi menyangkut berbagai pandangan (filosofi) dasar masyarakat yang terdiri dari filosofi agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Adapun visi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon yaitu “Mewujudkan industri dan perdagangan yang tangguh dan mandiri menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera”. Dari visi tersebut terdapat 1 (satu) kata kunci yaitu masyarakat Kabupaten Cirebon sejahtera. Maka untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan pula misi pembangunan masyarakat di Kabupaten Cirebon. 
b. Misi 
Untuk menggapai visi tersebut, maka perlu adanya tahapan-tahapan kinerja yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan kerja inilah yang disebut sebagai misi. Berikut adalah misi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon: 
1. Meningkatkan pembinaan Industri dan Perdagangan barang dan jasa yang didukung oleh kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang profesional. 
2. Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek ekonomi daerah/ lokal. 
3. Membina persaingan usaha yang sehat serta perlindungan konsumen. 
4. Mengoptimalkan kompetensi inti daerah dan memperkuat sentrasentra industri yang ada. 
5. Membangun pola kerjasama, kemitraan dan klaster industri inti daerah serta meningkatkan jaringan pemasaran global. 
6. Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan memprioritaskan ekonomi berbasis kerakyatan. Pernyataan misi diatas menggambarkan bahwa pembangunan dalam bidang perekonomian Kabupaten Cirebon berbasis pada perekonomian kerakyatan. 
Ada beberapa poin yang diambil dari pernyataan misi yang dapat mendukung pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Cirebon. Poin-poin tersebut adalah dalam hal pengembangan mutu sumber daya manusia, ekonomi masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan aspek ekonomi daerah/ lokal, dan pembinaan persaingan usaha.
3.11.3 [bookmark: _Toc112128258][bookmark: _Toc112643195]Petugas Pengelola Pasar Sumber
Di setiap pasar pasti adanya seseorang yang menjaga, mengawasi, maupun mengontrol. Begitupun di Pasar Sumber ini, Pasar Sumber mempunyai petugas pengelola pasar yaitu adanya Kepala Pasar, Petugas Keamanan Pasar, dan Petugas Penarik Retribusi Pasar. Dan juga dibantu dengan adanya Petugas Kebersihan Pasar. Petugas pengelola pasar ini bekerja setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dan memulai pekerjaannya dari pukul 01.00 WIB sampai dengan selesai.

[bookmark: _Toc112401571][bookmark: _Toc112401627]Tabel 3.9
Petugas Pengelola Pasar Sumber

	Juli 2022

	Petugas Pengelola Pasar Sumber
	Jumlah

	Kepala Pasar
	1 Orang

	Petugas Keamanan Pasar
	6 Orang

	Petugas Penarik Retribusi Pasar
	11 Orang

	Petugas Kebersihan Pasar
	2 Orang


Sumber: Dokumen Pasar Sumber
Berikut uraian tugas dari masing-masing petugas pengelola Pasar Sumber: 
A. Kepala Pasar 
Kepala pasar merupakan seseorang yang jabatannya paling tinggi di pasar tersebut. Kepala pasar dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Berikut tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kepala Pasar: 
1. Memimpin penyelenggaraan fungsi-fungsi pasar. 
2. Merencanakan dan menetapkan program kerja pasar. 
3. Mengkoordinasi dan mengendalikan administrasi pasar. 
4. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan pasar kepada Kepala Kantor Cabang 
B. Petugas Keamanan Pasar 
Petugas keamanan pasar merupakan seseorang yang melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan di lingkungan pasar. Dengan adanya petugas keamanan di Pasar Sumber ini, Pasar Sumber sangat jarang adanya keributan atau pun berebut tempat dagang karena petugas keamanan ini selalu mengatur dan menempatkan pedagangnya dengan adil, meskipun lahan untuk berdagangnya terbatas. Berikut tugas petugas keamanan pasar: 
1. Menjaga ketertiban kegiatan perdagangan. 
2. Menjaga ketertiban keluar masuk kendaraan, pengaturan parkir dan bongkar muat. 
3. Menjaga ketertiban seluruh bangunan pasar termasuk bangunan fasilitas-fasilitas umum lainnya. 
4. Menjaga ketertiban di daerah pasar dari kegiatan-kegiatan pedagang kaki lima dan bangunan-bangunan liar. 
C. Petugas Penarik Retribusi 
Pasar Petugas penarik retribusi pasar ini bertugas untuk memungut retribusi kios, los, dan pelataran sekaligus retribusi kebersihan dan listrik, dan mancatat pada buku rekapitulasi pembayaran retribusi pasar, menghitung dan menyetorkan penerimaan kepada Kepala Pasar.
D. Petugas Kebersihan Pasar 
Petugas kebersihan di Pasar Sumber ini bertugas untuk membersihkan, mengangkut, dan membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara. Dan pada waktu siang hari atau terkadang waktu sore hari mobil pengangkut sampah datang untuk mengangkut sampah tersebut dan membungan ke Tempat Pembuangan Akhir. Di Pasar Sumber ini pernah dilakukannya operasi pasar mengenai harga dan kebersihan pasar oleh Dinas Pemerintah. Petugas pengelola Pasar Sumber dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon di Bidang Pengelolaan Pasar setiap tahunnya mengadakan pembinaan dan sosialisasi kepada para pedagang mengenai tentang bagaimana berdagang yang baik, dan pengisi materi untuk narasumbernya bekerjasama dengan Indomart dan Alfamart.
3.11.4 [bookmark: _Toc112128259][bookmark: _Toc112643196]Sarana dan Prasarana Di Pasar Sumber 
Adapun sarana dan prasarana di Pasar Sumber, yaitu: 
a. Kantor Kepala Pasar Sumber
Kantor kepala Pasar Sumber ini berada dilantai 2 (Dua) kios A Pasar Sumber. 
b. Tempat Pembuangan Sampah Sementara
Di Pasar Sumber hanya mempunyai satu tempat pembuangan sampah sementara, sehingga terkadang sampah sampai menumpuk dan penuh dan menimbulkan sampah jadi berserakan kemana-mana dan bau. Tempat pembuangan sampah sementara ini berada sangat dekat dengan pasar bahkan ada pedagang yang berjualan di samping dan di depan tempat pembuangan sampah tersebut.
C. Pos Keamanan Pasar
Di Pasar Sumber hanya mempunyai 1 (Satu) pos keamanan, tetapi meskipun hanya ada 1 (Satu) pos keamanan, keamanan di Pasar Sumber cukup memadai dan jarang terjadinya kasus-kasus kriminalitas. 
D. Fasilitas Ibadah, yang dapat dimanfaatkan oleh pedagang dan pengunjung pasar untuk beribadah. 
E. Kamar Mandi/WC
F. Tempat Parkir
Tempat parkir di Pasar Sumber ini banyak dijadikan untuk berdagang, sehingga lahan untuk parkir pun sedikit dan menimbulkan pasar terlihat semrawut. 
G. Tempat Berjualan, seperti kios dan los.
H. Instalasi Listrik.
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